KOMISI INFORMASI PROViNI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN
Nomor : 006/KINTB/PSI-KEP.2/IV/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan
memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 008/KINTB/PSI-REG/II1/2019 yang
diajukan oleh :
Nama . Hamzanwadi
Alamat . Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap
Nama . Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah
Alamat . Jalan Jendral A. Yani No. 1 Praya, Lombok Tengah

Dalam persidangan dihadiri oleh H. Djumahir, S P, M.Si., dan Agus Mulyadi, S.Pt,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 520/192/Diperta.Sekret/2019 tertanggal 1 Maret
2019.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

(1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; N |

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.
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2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Maret 2019
dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18
Maret 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 008/KINTB/PSI-REG/I11/2019.

Kronologi
(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 8
Februari 2019 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, adapun informasi
yang diminta yaitu :
1. Dokumen informasi Rancangan Difinitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) semua
Kelompok Tani di Desa Sengkerang, Desa Beleka, Desa Ganti dan Desa Landah.
2. Dokumen informasi bantuan bibit padi pada tahun 2018 kepada semua kelompok tani
lengkap dengan CPCLnya di Desa Sengkerang, Desa Landah, Desa Ganti dan Desa
Beleka.

(2.3) Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana
dalam paragraf (2.2), Termohon telah memberikan jawaban melalui surat Nomor
521.12/82/Diperta-Luh/2019 tertanggal 18 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan
bahwa informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon tersebut dapat diakses di Website

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (pertanian.lomboktengahkab.go.id).

(2.4) Bahwa Pemohon kemudian menyampaikan keberatan melalui surat tertanggal 21
Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah,
dikarenakan setelah Pemohon mencari informasi yang diminta di Website Dinas Pertanian
Kabupaten Lombok Tengah (pertanian.lomboktengahkab.go.id) tidak ditemukan dokumen/

informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Maret 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan

Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Regwte;,%ﬁﬁgkat&
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(2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik a quo telah dilakukan persidangan sebagai
berikut:
1. Pada tanggal 4 April 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik
(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara a quo sebagai bahan
diskusi bersama masyarakat khususnya dengan kelompok tani di Kecamatan Praya Timur,

Kabupaten Lombok Tengah sekaligus sebagai bedah arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam

perkara a quo karena keberatan yang diajukan pemohon tidak ditanggapi.

Petitum
(2.9) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus

sengketa Informasi Publik a quo.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai
perseorangan/individu.

2. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dimohonkan tersebut agar dapat
memberikan pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai RDKK yang
disusun.

3. Bahwa Pemohon mengetahui RDKK tersebut dibuat oleh masing-masing Kelompok
Tani.

4. Bahwa Pemohon menyatakan telah mencari informasi melalui Website Dinas
Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (pertanian.lomboktengahkab.go.id) sesuai surat

jawaban Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah atas permohonan
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Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1 | Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 8 Februari 2019 kepada

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.

Surat P-2 | Salinan Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 8

Februari 2019.

Surat P-3 | Salinan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah nomor :

521.12/82/Diperta-Luh/2019  tertanggal 18 Februari 2019, prihal
Permintaan data RDKK.

Surat P-4 | Salinan Surat Keberatan tertanggal 21 Februari 2019 kepada Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.

Surat P-5 | Salinan Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 21 Februari 2019.

Surat P-6 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas

nama Hamzanwadi.

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan

sebagai berikut :

1.
2,

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Bahwa Termohon menyatakan menerima surat permohonan informasi Pemohon.
Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi
publik.

Bahwa Termohon menyatakan RDKK dibuat oleh masing-masing Kelompok Tani
sehingga informasi mengenai RDKK tersebut ada pada Kelompok Tani.

Bahwa Termohon menyatakan informasi yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten
Lombok Tengah hanya rekapan dari RDKK, dan RDKK tersebut tidak dikumpulkan
secara kolektif oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah karena hanya

dibutuhkan rekap saja.

. Bahwa Termohon menjelaskan informasi yang terdapat pada website Dinas Pertanian

Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2.3) adalah
informasi rekapan RDKK.
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Surat T-1 | Surat Kuasa Khusus Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 520/192/Diperta.Sekret/2019 tertanggal 1 Maret 2019.
Surat T-2 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202021807630001 atas

nama Haji Jumahir, SP. M.Si.
Surat T-3 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202011308640002 atas

nama Agus Muliadi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM
(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf ¢, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat
(1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan
memutus permohonan a quo.
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukurﬁ (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa
informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat

sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi
(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua

kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

bahwa:
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3.5)

(3.6)

bahwa:

(3.7

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa: .

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan
Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh
Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:
Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1).




Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan
atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh
apabila:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan
PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada
atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan
diterima oleh atasan PPID.

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis
berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut
dua hal, yakni:
a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara
Pemohon dengan Badan Publik.

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan
sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan
absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa
sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa a
quo telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu
melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah

akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (Zegal stan 7

dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C. ,’ &
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Kewenangan Relatif
(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP f
Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang
menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang

dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga
tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi,
DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah
Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non
pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi,
atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana
yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan
kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di
Provinsi tertentu.

(3.14) Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4

Ayat (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ayat (2)

Perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD,;

¢. Inspektorat;

d. Dinas;

€. Badan dan

f. Kecamatan

Pasal 8 Huruf m

Dinas Pertanian tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah gEﬂgaQ
s \{ ‘RiaSy 2, N
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(3.15) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok
Tengah dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga
Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 3
ayat (1) huruf d Perki SLIP.

(3.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN sehingga menguatkan
Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3./2) sampai dengan paragraf
(3.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki

kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon
adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan
kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas

pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat
membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah
Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal
Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan

>,

informasi dalam rangka diskusi dan bedah arah kebijakan Pemerintah Daerah 7w S2Y4s, ,%\
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(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan fotocopy

KTP dalam bukti surat P-6.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan Pemohon dalam
perkara @ guo telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada

Termohon.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3./8) sampai
dengan paragraf (3.2]) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat
kedudukan hukum (7egal standing).

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon
(3.23) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut
Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan
PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan
dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
(3.24) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah
sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo
sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada
paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3./6), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut

mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum

Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(3.25) Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada nama-
nama yang dicantumkan dalam Surat Kuasa dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok

Tengah tertanggal 1 Maret 2019 (vide Surat T-1).

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.23) dan paragraf (3.23),
Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a guo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ===

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terba,

persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi,
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pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan

dalam bagian “Kronologi” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).

(3.28) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh
Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)
“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik
yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi
yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi yang diminta;

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi
informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

/- alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau

g biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan
berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan informasi;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dajasr-tndang-

o s _-\"OR.’!T 5
Undang ini. Py 'Asf,qg\\\_\
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Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)
“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara
tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau

b. berakhimya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam
memberikan tanggapan tertulis.

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi a quo pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis menemukan adanya
ketidaksesuaian jangka waktu dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah

ditempuh oleh Pemohon.

(3.30) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan Keberatan
atas tidak ditemukannya atau tidak diperolehnya informasi yang diminta dalam Website
pertanian.lomboktengah.go.id sebagaimana jawaban Termohon atas permohonan informsi

Pemohon. (Vide Surat P-3)

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan Keberatan
pada tanggal 21 Februari 2019. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP Termohon
memiliki jangka waktu paling lambat 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas

keberatan Pemohon.

3.32) M b h tif dural seb dinyatak
(3.32) Menimbang bahwa secara normatif prosedural sebagaimana dinyatakan pafim AS/\\ .

Pemohon paling lambat tanggal 5 April 2019.
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(3.33) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki
PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa
informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang

diajukan Pemohon.

(3.34) Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bukti yang menjadi fakta hukum
tidak terbantahkan, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke

Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Maret 2019.

(3.35) Menimbang bahwa sesuai uraian paragraf (3.33) Pemohon seharusnya mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB paling cepat

tanggal 8 April 2019 dan/atau paling lambat tanggal 26 April 2019.

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.30) sampai dengan paragraf
(3.35) yang menguraikan perihal jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Pemohon, maka Majelis
Komisioner berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam hal jangka waktu (lebih awal)

sehingga tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan.

(3.37) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di
atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan
karena jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak terpenuhi. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:
Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima

ataupun menolak permohonan.

(3.38) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah
diuraikan pada paragraf (3./) sampai dengan paragraf (3.37), Majelis Komisioner berpendapat

dan berketetapan untuk menolak permohonan a guo. e
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(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.38) Majelis memandang perlu
untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam

sengketa a quo.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner

berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima,
memeriksa dan memutus permohonan a quo.

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan dalam sengketa a quo.

3. Termohon memiliki kedudukan hukum (Zegal standing) sebagai Termohon dalam
sengketa a quo.

4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak

terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hendriadi
selaku Ketua merangkap Anggota, Ajeng Roslinda Motimori dan Lalu Ahmad Busyairi
masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, 22 April 2019 dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 April 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-
namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Baiq Ariyani Anggeraini sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
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Ketua Majelis

(Hendriadi)

Anggota Majelis . Anggota Mgyelis

(Ajeng Roslinda Motimori) (Lalu Ahmad Busyairi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat
berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
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